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ABSTRAK

Institusi keluarga sebagai institusi terkecil dalam masvarakat dikatakan
sebagai tempat paling rawan bagi munculnya tindak pidana kekerasan, khususnya
terhadap wanita dan anak-anak adalah fisik, seksual dan psikologi berupa
tindakan-tindakan pengancaman. Kejahatan kekerasan seksual sangat berkaitan
dengan abnormalitas pelaku, abnormalitas dalam arti penyimpangan dalam
psikologis atau kepribadian. Hubungan scksual dalam  keluarga sedarah
merupakan salah satu dari bentuk tindak pidana kekerasan yang paling banyak
tidak dilaporkan oleh korban atau keluarganya pada lembaga yang berwenang
menanganinya yaitu kepolisian, hubungan yang bersifat seksual yang dilakukan
oleh pasangan vang memiliki ikatan keluarga (kekerabatan) yang dekat, biasanya
antara avah dengan anak perempuannya, ibu dengan anak laki-lakinya, atau antar
sesama saudara kandung atau saudara tiri. Permasalahan dalam penulisan ini
adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan seksual
yang mengalami penyimpangan scksual? Serta apa faktor-faktor penyebab
penyimpangan seksual dan upaya penanggulangan kejahatan scksual?, Maka
untuk menjawab perumusan masalah diatas dalam penelitian ini digunakan
pendekatan masalah secara yuridis sosiologis, yaitu suatu pembahasan yang dititik
beratkan pada ketentuwan peraturan perundang-undangan  yang berlaku serta
melihat bagaimana implementasi dalam praktek di lapangan vang kemudian
dianalisa secara kualitatif dan dipaparkan sccara deskriptif. Berdasarkan hasil
penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaku yang mengalami penyimpangan
scksual diangap mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan
dipidana sesuai dengan apa vang telah ditentukan oleh undang-undang, dan faktor
penyebab kejahatan seksual yang paling dominan adalah kondisi perekonomian
dan faktor pendidikan dari pelaku, adapun upava penanggulangan kejahatan
scksual dilakukan melalui upaya penal, yaitu suatu bentuk penerapan hukum
pidana sebagaimana yang telah ditentukan didalam undang-undang dan upaya non
penal, vang meliputi tugas kepolisian yang berperan sebagai penyidik serta
melakukan razia-razia dan penyulubhan kepada masyarakat. dan peran para ulama
yaitu memberikan pembinaan mental spiritual kepada pelaku, korban dan
masyarakat.




BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Semakin meningkatnya perkembangan manusia dimuka bumi, maka dapat
membawa dampak yang sangat besar terhadap perkembanpan kejahatan atau
kriminahtas, kriminalitas atau kejahatan tersebut meliputi kejahatan terhadap hana
benda, maupun kejahatan terhadap nyawa Misalnya pencunian, pencurian dengan
kekerasan, penipuan, penganiayaan dan pembunuhan Namun dari semua tndak
pidana tersebut, kejahatan terhadap kesusilaanlah vang banvak menimbulkan reaksi

dari berbagai kalangan masyarakat '

Dalam setiap peristiwa pidana terdapat tiga sisi yang dapat dijadikan sebagai
tink pembahasan didalam proses peradilan pidana yaiu: pelaku (perpesrator),
perbuatan pidana (crime), dan pertangpungjawaban pidana (criminal respomnsthiling)
dan dapat diperluas dengan akibat perbuatan terhadap korban kejahatan (victim of
crime) yang kemudian akan dijadikan sebagai pertimbangan untuk menentukan berat
nngannya pemidanaan. Dalam konteks pertanggungjawaban pidana maka pada
dasamya setiap pelaku perbuatan pidana vang sehat akalnya dan memiliki

kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannva jika telah memenuhi

"Hadiarti Mocrti, 1994, Perlindungan Bagi Wanita Terheadap Tindal Pidana Perkosaan,
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unsur-unsur seperti: melawan hukum, tidak ada alasan pemaaf dan alasan pembenar,
dilakukan secara sengaja dan kelalaian ™ Dalam prakteknya tindak pidana dapat
diselesatkan oleh bergabungnya beberapa atau banyak orang, vang setiap orang
melakukan wujud-wujud tingkah laku tertentu, dar tingkah laku tersebut melahirkan

suatu perbuatan pidana

Institust keluarga sebagai institusi terkecil dalam masyarakat, beberapa tahun
terakhir in1 dikatakan sebagai tempat paling rawan bagi munculnva tindak pidana
kekerasan, khususnya terhadap wamita dan anak-anak adalah fisik, seksual dan

2 i . k1
psikologr berupa undakan-tindakan pengancaman.

Kekerasan seksual 1 adalah suatu perbuatan vang bsanva dilakukan pria
dan ditujukan kepada wanita dalam bidang seksual denpan paksaan vang tidak
disukai oleh seorang wanita sebab 1a merasa terhina, tetapi kalau perbuatan it ditolak

i i % i . 1
ada kemungkinan 1a menerima akibat buruk lainnya

Mitos-mitos seputar kekerasan yang selama imi berkembany di masyarakat
bahwa kekerasan hanya tegadi pada kelompok berpendidikan dan berpenghasilan
rendah. Tetap:, kenyataannya justru menunjukkan banyaknva kasus kekerasan vang

terjadr di kelompok berpendidikan menengah ke atas, contoh nva kasus perkosaan
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supante.  Kebiakan fulume Pidana mengenat Pelecatian Sehswad Kenasama  Tord
foundanion dengan pusat Penelitian Kependudukan, Umversitas Gagah Mada, Yoavakara, 1999, Hlm 7




BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

.

Pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan seksual dilihat dari dapat
atau tidaknya seseorang mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tindak
pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggung
Jawaban pidana, oleh sebab it dalam hal dipidananya seseorang yang
melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung
dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai
kesalahan. Unsur-unsur dari kesalahan itu adalah: Adanya perbuatan
pidana, mampu untuk bertanggungjawab, ada unsur kesalahan atau
kealpaan, dan tidak adanya alasan pemaaf.

Faktor penyebab dominan terjadinya incest adalah kondisi keluarga itu
sendiri, dimana kondisi ekonomi yang minim yang menyebabkan keluarga
tak terpisah tidurnya. dan yang paling mendasar adalah kurangnya
pendidikan dan iman. Penanggulangan dalam kasus ini dapat dilakukan
secara penal, yaitu suatu bentuk penerapan hukum pidana sebagaimana
yang telah ditentukan didalam undang-undang dan upaya non penal,
meliputi tugas kepolisian yang berperan sebagai penyidik serta melakukan

razia-razia dan penyuluhan kepada masyarakat, peran para ulama vaitu
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